O

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUFPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi Retribusi
Daerab Kabupaten, maka untuk pelaksansannya dilapangan perlu
diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ~, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten daiam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitah Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerat: {lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana ielah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844,

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Psjak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049j;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perabentukar:
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemnerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiari
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6% Tahun tentang Tata Cara
Pemberian dan Pememfaatan Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Rec ribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nome~ 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie
Nomor 5161);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DI TEPI JALAN UMUM.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, veng dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seienjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintshan Daerah.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peraturan Bupati Daerah adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau orgarisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan olek Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapsat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tyjuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Pemerintah
Daerah atas jasa |‘elayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau di tempet
parkir yang dilakukan nleh Pemerintah Daerah.

Parkir adalah keadaan suatu kenderaan yang tidak bergerak dan atau berhenti
yang sifatnya tidak sementara.

Tempat Parkir adalah teiqpat atau areal yang disediakan untuk pelayanan
parkir, baik itu di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Kenderaan Bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan tehnis
yang berada pada kenderaan itu.

Mobil Bus adalah setiap Kenderaan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil Barang atau Truk adalah setiap Kenderaan Bermotor selain dari yang
termasuk dalam point (18) yang dipergunakan khusus untuk mengangkut
barang.

Parkir Berlangganan adalah Parkir Pembayaran Retribusinys untuk jangka
waktu 1 (satu) Bulan dan/atau 1 (satu) tahun.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Jasa Umum.
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21.

22.

24.

25.

26.

Masa. Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan baias
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selenjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Kepala Daerah.

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dari/ atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukt yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tyuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi
pelayanan parkir atas setiep kenderaan yang parkir di tepi jalan umum yang
disediakan pemerintah Daerals.



Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah venyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir atas setiap kenderaan
yang parkir di tepi jalan uinum yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayenan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayznan Parkir atas setiap kenderaan yang

parkir di tepi jalan umum menurut keterituan peraturan perundangan-undangan.

BAB Il
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapen Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalen
Umum adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pengawasan,
pengendalian dan pembinaan.



BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 8

(1} Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tingkat penggun:an jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
berdasarkan jenis kenderaan dan jangka waktu parkir.

Bagian Hedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besamya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
ditetapkan sebagai berikut:
(1) Untuk waktu sampai dengan 3 (tiga) jam:

a. Sepedamotor ......cocovuiiiiiiiiieeie e eeeeeeenann Rp. 500,-

b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya ............... Rp. 1.000,-

c. Bus mini dan sejenisnya. .........covvuveerevnnneennnnn Rp. 1.500,-
d. Bus Umum, Truk dan sejenisnya ................. Rp. 2.000,-
e. Truk Gandeng dan sejenisnya ....................... Rp. 2.500,-
(2) Untuk waktu sampai dengan 6 (enam) jam:
a. Sepeda MOtOT «...ovuuiiiiiiiiiiiiiieeeeee e Rp. 1.000,-
b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya................. Rp. 2.000,-
¢. Bus minidan sejenisnya ............evveevvvevnnnnnnn. Rp. 3.000,-
d. Bus Umum, Truk dan sejenisnya ................... Rp. 4.000,-

e. Truk Gandeng dan sejenisnya .......................Rp.  5.000,-
3. Untuk Parkir 1 (satu) hari:

a. Sepeda mMOLOr ....ccevvernrererieneerinneeeeennesersrennnens Rp. 2.000,-
b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya ............... Rp. 5.000,-

c. Bus mini dan sejenisnya ...........c.eecc.eveveneeee.. Rp. 7.500,-
d. Bus Umum, Truk dan sejenisnya.................... Rp. 10.000,-
e. Truk Gandeng dan sejenisnya ..........ccoou......... Rp. 15.000,-



Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum per unit
untuk Parkir Berlangganan, adalah sebagai berikut:

(1)

@)

(3)

)

()

(1)
@)

)

)

(5)

515701570 -5 4101 10 o Rp. 13.000,- per bulan;
OBTIEAYAETY «ocionsasimvansinmnsmsmnsmiinis s saesenss tnmeansasassas Rp. 130.000,- per tahun;
Taks?, mobil pribadi dan/atau sejenisnya ........ Rp. 25.000,- per bulan;
dan/atal ..occeeeieciieec e Rp. 2350.000,- per tahun;
Bus mini dan Sgienisnya .........oeveeveevvveeeereennenn. Rp. 35.000,- per bulan;
dan/atau ......ccocevveeveieeiecee e Rp. 350.000,- per tahun ;
Busumumdan Truk .....ccccccceiviiiiiiiiiiieineeennnnn. Rp. 50.000,- per bulan;
dan/ataU ..oecceceeiiiececeeeceeee e e Rp. 450.000,- per tahun;
Truk Gandeng dan/atau sejenisnya ................ Rp. ©65.000,- per bulan;
dan/atau .....ccoceeievieiececee e Rp. 600.000,- per tahun.
Bagian Ketiga
Masa Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 11

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Penetapan tarif Refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Masa retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. sampai dengan waktu 3 {tiga) jam;

b. diatas 3 (tiga) s/d 6 (enam) jam;

c. diatas 6 (enam) s/d 12 (dua belas) jam atau parkir 1 (satu) hari;

d. parkir Berlangganan untuk masa 1 (satu) bulan dan/atau 1 (satu) tahun.
Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
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BEABV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di Wilayah
Daerah.

1

()

©)

{1)

@)

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Refribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartiz langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan mesing-masing jenis Retribusi divtamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai aiokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.



{1)

@)

(3)

)

(1)

(2

(1)

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 15

Wajib Refribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

Bupatidalmnjangkawaktupa}inglamaé(cnam) bulan sejak tanggal dan Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keheratan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya. kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua perseri) seoulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- 10 -



{2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

{2) Bupat dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STRD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan
aftau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

€. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan
kernampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Burati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

=11«
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(6)

(1
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permolionan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jengka wauktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3} telah
pengembelian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dar; SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 {(satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebular atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

-12-
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(2)

(3)

{1)

@)

(3)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

Piutang Retribusi yang ddak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwersa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) diatur dengan Peraiuran Bupati.

BADB vVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah.

Ketentaun lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peratu.an Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
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BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenin dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewerang khusus sebagai Penyidik unituk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahh dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib refribusi yang tdak melaksanakan kewajibannya sehingge merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan
Negara

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daecrah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum, sepanjang
tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5
(ima) tahun terhitung sejalk saat terutang.
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BAB X1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Derngen berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak
berfaku.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati
{“ Pasal 29
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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